WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL

NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA TUAL

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

bahwa untuk menjamin dan melindungi anak serta
hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,
dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan, diskrimanasi dan
pelanggaran hak lainnyasebagai anak, perlu dilakukan
upaya-upaya perlindungan terhadap anak;

bahwa agar upaya-upaya perlindungan terhadap anak
dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya
tindakan nyata dari pemerintah daerah dan mendorong
peningkatan peran serta masyarakat secara luas;

bahwa untuk mewujudkan pemberian perlindungan
terhadap anak dan untuk memberikan kepastian
hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di
Kota Tual, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;

bahwa  berdasarkan = pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tual tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Tual;

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957
Tentang Pembentukan Daerah-Daerah  Swatantra
Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I
Maluku  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1645);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1979 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3039);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3668);
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10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tenta:
Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republ
Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3668);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang
Pengesahan Internasional Labour Organization (ILO)
Convension Minimum Age For Admission To Employment
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3835);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang
Pengesahan Konvensi Internasional Labour Organization
(ILO) Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera
Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk
Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3941);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2014 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4419);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Korban dan Saksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang (TPPO) Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4720);
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19.

20.

21.
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4747);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang
Pornografi Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4928);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038 );

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
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23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Panduan dan Pengembangan Pembentukan Pusat
Pelayanan Terpadu;

24.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02
Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak
Korban Kekerasan;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);

26. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 88, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 7096);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL
Dan
WALIKOTA TUAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA TUAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Daerah Kota Tual.

Pemerintaha Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggarah
Pemerintahan  Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

Perangkat Daerah pada Kota Tual selaku pengguna anggaran/pengguna
barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
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16.

17.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk yang selanjutnya disingkat (DP3AP2KB) adalah Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Tual yang tugas dan fungsi pokoknya
adalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Penyelenggaraan adalah segala tindakan yang dilakukan oleh lembaga
pemerintah maupun non pemerintah yang meliputi pencegahan,
perlindungan dan pemulihan kepada korban kekerasan perempuan
dan anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan
dan diskrimanasi.

Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu
tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
dan belum kawin termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara
wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di
jalanan atau tempat umum minimal 4 (empat) jam sehari dalam kurun
waktu 1 (satu) bulan.

Anak penyandang cacat atau berkebutuhan khusus adalah anak yang
mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu
pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai
kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan
kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang
bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak
tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya
berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Anak Asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk
diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan
kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak
mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik,
memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak
sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat, serta
minatnya.

Anak yang membutuhkan pembinaan dan perlindungan khusus adalah
anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak
dari kelompok minoritas, dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara
ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban
penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif
Lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan,
anak korban kekerasan fisik, dan/atau mental, anak yang menyandang
cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
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32.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dimajukan,
dilindungi, dipenuhi dan dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat,
pemerintah dan negara.

Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi
sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pekerja anak adalah anak yang berusia dibawah 18 Tahun yang bekerja
dengan menerima upah atau imbalan dalambentuk lain.

Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum,
atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan dengan membayar upah
atau imbalan yang berbentuk lain.

Anak balita adalah anak yang berusia 0 sampai dengan S tahun, berada
dalam tahap awal perkembangan manusia.

Anak usia sekolah adalah anak yang berusia 6 sampai dengan 18 tahun;

Korban adalah perempuan dan atau anak yang mengalami kesengsaraan
dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai
akibat dari suatu perbuatan kekerasan.

Pencegahan adalah segala upaya yang dilakukan oleh lembaga
pemerintah maupun non pemerintah yang ditujukan untuk memberikan
rasa aman kepada perempuan dan anak.

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan
rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pemerintah, keluarga,
Advokat, lembaga sosial atau lembaga masyarakat lainya, kepolisian,
kejaksaan, pengadilan atau pihak lainya baik sementara maupun
berdasrkan putusan atau penetapan pengadilan, sehubungan dengan
tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan
kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk
menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,
tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi.

Kesengsaraan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat
mengakibatkan penderitaan baik psykis, fisik, seksual, ekonomi, sosial
terhadap korban.

Kekerasan Fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit,
cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan,
pingsang atau menyebabkan kematian.

Kekerasan psykis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan,
hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan unuk bertindak, rasa
takut tidak berdaya, dan atau penderitaan psykis berat pada perempuan
dan atau anak.

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan berupa pelecehan seksual,
pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan
komersial dan atau tujuan tertentu.
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45.

46.

Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada
korban, ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau
setelah terjadinya kekerasan terhadap korban.

Pendamping adalah orang atau lembaga yang mempunyai kemampuan
melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi,
layanan hukum dan advokasi guna penguatan pemulihan korban.

Lembaga/perlindungan perempuan dan anak adalah lembaga/unit
penyedia layanan terhadap korban kekerasan, yang berbasis rumah
sakit, dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis
(Termasuk Medicolegal), pisko-sosial dan pelayanan hukum.

Korban adalah anak yang mengalami kekerasan dan atau
ancaman kekerasan serta kelalaian.

Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah lembaga koordinatif yang
beranggotakan wakil dari Unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif yang
membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga
swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan anak.

Pemenuhan Hak Ksehatan dan ksejahteraan Dasar Anak adalah situsi
anak yang telah terpenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraanya,
yang wajib disediakan oleh pemerintah kota di dalam pembangunan dan
pelayanan melalui OPD terkait.

Pemenuhan Hak Pendidikan Dasar dan Budaya Anak adalah Situasi
anak yang terpenuhi hak pendidikan dan budayanya, yang wajib
disediakan oleh pemerintah Kota di dalam pembangunan dan pelayanan
sesuai OPD terkait.

Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak dan Lingkungan Keluarga adalah
situasi anak yang terpenuhi hak pengasuhan dan lingkungan
keluarganaya yang wajib disediakan oleh pemerintah Kota di dalam
pembangunan dan pelayanan sesuai OPD terkait.

Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak adalah situasi anak yang
terpenuhi hak sipil dan kebebasan yang wajib disediakan oleh
pemerintah Kota di dalam pembangunan dan pelayanan sesuai OPD
terkait.

Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus Anak adalah situasi anak yang
terpenuhi hak perlindungan khususnya yang wajib disediakan oleh
pemerintah Kota di dalam pembangunan dan pelayanan sesuai OPD
terkait.

Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disebut RAD adalah dokumen
rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur
yang dilakukan oleh SKPD dalam jangka waktu tertentu, sebagai
instrumen dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA).

Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang diginakan untuk
memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar
operasional yang ditentukan.

Eksploitasi adalah memanfaatkan, memperalat atau memaksa orang lain
untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang bersifat material.

Forum anak adalah organisasi yang mewadahi aspirasi anak dan/atau
kelompok anak yang ada di Kota Tual.



BAB II
AZAS, DASAR DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan berdasarkan Pancasila, dan
berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak meliputi :

a. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;

b. Non-diskriminasi;

c. Kepentingan yang terbaik bagi anak;

d. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan; dan

e. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaran perlindungan dan Pemenuhan Hak anak adalah :

a. Menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat
martabat kemanusiaan demi terwujudnya anak yang berkualitas,
berakhlak mulia dan sejahtera;

b. Mencegah dan melindungi anak terhadap tindak kekerasan; dan

c. Mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban dalam
pencegahan dan perlindungan terhadap anak sesuai ketentuan
peraraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Hak asasi anak sebagaimana tercantum dalam konvensi hak anak yang
wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh pemerintah kota dengan
dukungan dari orang tua, keluarga, dunia usaha dan masyarakat yang
meliputi;

Hak sipil dan kebebasan;

Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif

Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan

Hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan sosial budaya;
Hak perlindungan khusus;

P Tl

Pasal 5

Setiap anak berkewajiban untuk :

a. menghormati orang tua, wali, guru dan orang yang lebih tua dimanapun
berada;

menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;

mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;

mencintai agama, tanah air, bangsa dan negara serta daerahnya;
menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya,;

melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada;
melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;

menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman
lingkungan.

500 a0 o



BAB IV
PEMENUHAN HAK-HAK ANAK

Bagian Kesatu
Hak Sipl dan Kebebasan

Pasal 6

(1) Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan berupa :

(2)

(3)

(1)

a.
b.

S0 0 Qo

akte kelahiran;

menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat
kecerdasannya;

mendapatkan informasi yang sehat dan aman;

kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka;
penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik tanpa seizin
anak tersebut;

setiap anak berhak memiliki kartu identitas anak; dan
menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya.

Keluarga berkewajiban untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak,
sebagai berikut :

a.

b.

mengurus akte kelahiran anak paling lambat 60 (enam puluh) hari
setelah anak dilahirkan;

memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta
mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;

mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta
menyediakan informasi yang sehat dan aman;

melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspose tanpa
seizin anak;

memberikan ruang bagi anak untuk beribadah sesuai agama yang
dianut orang tuanya.

Pemerintah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak
Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:

a.

b.

menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam
pembuatan akte kelahiran secara gratis;

melibatkan anak melalui forum anak di tingkat kelurahan atau
kecamatan atau kota dalam Musyawarah Rencana Pembangunan
atau forum-forum lainnya yang sejenis;

menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan
melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet; dan
menyediakan sarana ibadah.

Bagian Kedua

Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 7

Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas lingkungan keluarga dan
pengasuhan alternatif, diantaranya :

a.
b.

c.
d.

mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orangtuanya sendiri;

tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali pemisahan tersebut
untuk kepentingan anak;

mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orangtuanya;



mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orangtuanya tidak
mampu (dari kerabat, komunitas masyarakat dan pemerintah); dan
mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan Negara bila
kedua orangtuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak
memungkinkan untuk mengasuh anak.

(2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak atas lingkungan keluarga
dan pengasuhan alternatif berupa:

(3)

(1)

a.

=

memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan,
fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu
mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan
kemampuan orang tua;

mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga anak
untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme,
dan terhindar dari NAPZA, HIV dan Aids serta terlindung dari
omografi;

memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai
luhur sejak dini kepada anak;

memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara
sejak dini kepada anak;

memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah; dan
memastikan anak yang ada di Lembaga Kesejahteraan sosial Anak
(LKSA), Panti, Lapas terpenuhi hak tumbuh kembangnya.

Pemerintah Kota berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi
hak pengasuhan anak dan lingkungan keluarga berupa :

a.

memberikan pengasuhan altematif bagi anak-anak yang orangtuanya
meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan
mengurus anak;

memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak
PMKS dan ABH,;

melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan
merendahkan martabat manusia;

mengadakan pelatihan untuk orangtua tentang pola asuh anak
yang baik;

berperan  aktif membantu = keluarga dalam = menjalankan
kewajibannya; dan

menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah.

Bagian Ketiga
Pemenuhan Hak Anak
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 8

Setiap anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan
kesejahteraan, diantaranya :

R

tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan ibu;
gizi yang baik sejak dalam kandungan;
air susu ibu sampai usia dua tahun;
imunisasi dasar lengkap;
pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
lingkungan bebas asap rokok;
kesediaan air bersih;
akses jaminan sosial; dan
perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS.
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan
kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pemerintah Kota berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi

hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, antara lain :

a. penyediaan puskesmas ramah anak di setiap desa dan kelurahan;

b. penyediaan ruang menyusui dikantor Pemerintah dan Pemerintah
Kota atau di tempat-tempat pelayanan publik;

c. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasana Posyandu di
setiap RW;

d. penyediaan air bersih;

e. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat
dan nyaman; dan

f. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan
dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup,
standar gizi dan standar kesehatan.

Bagian Keempat
Pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan
Kegiatan Budaya

Pasal 9

Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan,pemanfaatan

waktu luang dan kegiatan budaya,diantaranya:

a. hak untuk berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini;

b. hak mendapatkan pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar 12
tahun;

c. hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;

d. hak untuk berekreasi; dan

e. hak untuk memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan
berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.

Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan,
pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, diantaranya :

a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;

b. berperan aktif dalam mensukseskan wajib belajar 12 tahun
dengan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar
mengajar di sekolah, dengan pihak sekolah;

c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk
mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;

d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan
berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga; dan

e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai
situasi dan kondisi orangtua.

Pemerintah Kota wajib menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak
pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, berupa :

a. menyelenggarakan pendidikan anak usia dini dan program wajib
belajar 12 tahun gratis dengan menyediakan perangkat yang
mendukung kebijakan wajib belajar 12 tahun tersebut, termasuk
menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata,
memperhatikan kesejahteraan guru, dan peningkatan kualitas
kurikulum;
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(1)

o0

menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan
khusus;

mengoptimalkan pendidikan keterampilan;

menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian, dan
gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan
mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak di bidang seni,
budaya dan olah raga;

menyediakan prasarana perjalanan aman seperti Zona selamat
Sekolah (ZoSS), Zeta (Zebra Sekolah) dan Bus Sekolah serta
Polisi Sekolah;

mewujudkan sekolah ramah anak di setiap jenjang pendidikan;
memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat;

memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang
akademik, seni budaya dan olah raga;

mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak
mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan
pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana; dan

menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan
tanpa kekerasan.

Bagian Kelima
Pemenuhan Hak
Perlindungan Khusus

Pasal 10

Setiap Anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus,
diantaranya :

a.

anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua /pengasuh
tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak
tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal,
anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) berhak mendapatkan
perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan
berhak mendapatkan keadilan restorative dan prioritas diversi;

anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban
tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan,
korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban
perdagangan anak (trafficking), korban perdagangan anak
balita,penyandang cacat, dan korban penelantaran, berhak
mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan
dan rehabilitasi dari Pemerintah Kota;

anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, berhak untuk tidak
dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa
depannya; dan

anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, berhak untuk dilindungi dari
stigma, pemasungan, pengucilan, dan diskriminasi dari masyarakat
dan lingkungan.
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(2) Setiap keluarga berkewajiban untuk menjalankan fungsi dan tanggung
jawabnya secara optimal sebagaimana tertuang dalam Pasal-Pasal
Pemenuhan hak anak agar anak dapat terhindar dari kondisi khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.

(3) Pemerintah Kota berkewajiban untuk memenuhi Hak Perlindungan
Khusus :

a.
b.
C.

membentuk Pusat Krisis Anak di Tingkat Kota;

tugas pokok dan fungsi Pusat Krisis Anak ditetapkan oleh Walikota;
menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam
situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban
tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak
menjadi korban Nafza HIV dan Aids, tidak menjadi korban
penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak (trafficking),
tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi
korban penelantaran;

memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak
penyandang cacat; dan

menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam, Rumah Singgah
dan panti rehabilitasi.

BAB V
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Kewajiban dan tanggung jawab pembinaan dan perlindungan anak adalah
kewajiban dan tanggung jawab bersama :

a. pemerintah daerah;

b. masyarakat;

keluarga dan orang tua;

C.

d.
e.

dunia usaha;
lembaga adat, media massa, keagamaan dan lembaga lainnya; dan
Bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 12

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

a.

menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan
suku, agama, ras,golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa,
status hukum anak, urutan kelahiran anak, kondisi fisik dan
mental anak;

memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan
Perlindungan dan Pemenuhan Hak anak;
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menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan
memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang
secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;

mengawasi penyelenggaraan perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak
anak; dan

menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan
pendapat sesuaidengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Pasal 12

Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf b dan huruf c disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Bagian Ketiga
Masyarakat

Pasal 13

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan
anak melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan
perlindungan anak.

Bentuk-bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud padaayat (1)

antara lain :

a. memberikan advokasi terhadap adanya pelanggaran hak anak;

b. melaporkan terjadinya pelanggaran hak anak pada instansi
berwenang;

c. memberikan bantuan moril dan materil dalam hal terjadinya
pelanggaran hak anak;

d. membangun kesadaran masyarakat dalam memberikan pembinaan
dan perlindungan hukum bagi anak; dan

e. turut serta melakukan upaya rehabilitasi bagi anak.

Melindungi anak dari segala bentuk perlakuan salah bagi anak.

Bagian Keempat
Keluarga dan Orang Tua

Pasal 14

Keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

a. membina, melindungi, mengasuh, memelihara dan mendidik anak;

b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat
dan minatnya;

c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;

d. melindungi anak dari segala bentuk perlakuan salah bagi anak; dan

e. melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang
melakukan pencatatan kelahiran.

Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau
karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung
jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
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Bagian Kelima
Dunia Usaha

Pasal 15

Dunia usaha berkewajiban dan bertanggungjawab :

a. menyediakan sarana dan prasarana fasilitas ramah anak;

b. tidak melakukan kegiatan dengan mengeksploitisir anak yang bertujuan
komersil;

c. menjamin kelangsungan pendidikan anak bagi yang mempekerjakan
anak;

d. penyebarluasan informasi dan mempublikasikan hak anak; dan

e. mengalokasikan anggaran Corporate Sosial Responsibility (CSR) untuk
mendukung program anak.

Bagian Keenam
Lembaga Adat, Media Massa, Lembaga Keagamaan
dan Lembaga Lainnya

Pasal 16

Lembaga Adat berkewajiban dan bertanggung jawab :

a. memberikan perlindungan, pembinaan dan bimbingan dalam pengamalan
adat istiadat yang berfilosofi Ain Ni Ain dan berbudaya Maren dalam
kehidupan sehari-hari; dan

b. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak sesuai dengan filosofis
ain ni ain dan berbudaya maren.

Pasal 17

Media massa Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab :

a. dalam penayangan dan pemberitaan memperhatikan serta mematuhi
norma yang berlaku di masyarakat;

b. tidak menampilkan tayangan dan berita yang bersifat pornografi dan
sadisme; dan

c. menjaga nilai-nilai SARA dalam menyiarkan, menampilkan atau
menayangkan berita dalam kondisi kehidupan masyarakat.

Pasal 18

Lembaga keagamaan dan lembaga lainnya berkewajiban dan

bertanggung jawab :

a. memberikan pembinaan dan pandangan tentang akibat kelalaian orang
tua memelihara sanak-anaknya; dan

b. mencegah pergaulan bebas yang ada diwilayahnya melalui berbagai
upaya pembinaan.

BAB VI
PELAYANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

Bagian Kesatu
Pencegahan Tindak Kekerasan
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Pasal 19

Pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dilaksanakan oleh
satuan kerja perangkat daerah terkait dengan tugas dan fungsi antara lain:
Dinas Sosial Kota Tual;

Dinas Kesehatan Kota Tual,

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual,

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja Kota Tual,

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tual; dan

f. Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Tual.

ao o

®

Bagian Kedua
Pelayanan

Pasal 20

(1) Penyediaan pelayanan di bidang perlindungan anak dilaksanakan
melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A), Gerakan Yante Fangnan Yanad (Keluarga Sayang Anak) dan
kelembagaan yang lain sesuai dengan kebutuhan kepentingan terbaik
bagi anak.

(2) Bentuk-bentuk pelayanan sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1)
yang diberikan kepada anak korban kekerasan sebagai berikut :

Pelayanan pengaduan dan informasi;

Pelayanan pendampingan dan bantuan hukum;

Pelayanan kesehatan;

Pelayanan konseling; dan

Pelayanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial.

oo T

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan dan penanganan
terhadap anak korban kekerasan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pendampingan

Pasal 21

(1) Pendampingan dilaksanakan oleh P2TP2A, Tim Gerakan Cepat Yante
Fangnan Yanad yang bekerja sama dengan lembaga lain.

(2) Mekanisme pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur.

BAB VII
KOTA LAYAK ANAK

Pasal 22

Kota Layak Anak (KLA) adalah system pembangunan satu wilayah
administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah
daerah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh
dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan pemenuhan
hak anak.
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Pasal 23

(1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak
dibentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak.

(2) Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas pokok :
a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengembangan
Kota Layak Anak;
b. menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;
melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan
edukasi kebijakan Kota Layak Anak;
mengumpulkan data dasar;
melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
melakukan desiminasi data dasar;
menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan
Kota Layak Anak;
menyusun rencana aksi daerah Kota Layak Anak 5 (lima) tahunan
dan mekanisme kerja; dan
i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan sekurang-kurangnya
1 (satu) tahun sekali.

o

RS

(3) Keanggotaan Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 24

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan KLA sebagaimana dimaksud pada
Pasal 22 dan Pasal 23 harus disusun Rencana Aksi Daerah (RAD).

BAB VIII
FORUM ANAK

Pasal 25

(1) Setiap anak berhak berpartisipasi menyampaikan pendapat, gagasan
yang berkaitan dengan kehidupannya sesuai dengan usia dan tingkat
kesadaranaya;

(2) Partisipasi anak dapat dilakukan melalui forum anak mulai dari tingkat
Kelurahan, Kecamatan dan Kota.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Setiap perbuatan pidana yang berkenaan dengan perlindungan anak
dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan.

Pasal 27

(1) Selain dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23,
setiap orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan 3 (tiga)
bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah).
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(2) Tindak pidana sebagaiman dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Lembaga layanan yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah
ini, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya lembaga
layanan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak dibiayai oleh
APBD dan sumber-sumber lain yang sah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agarsetiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Daerah ini, dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 17 Juli 2019

WALIKOTA TUAL,
ttd
ADAM RAHAYAAN
Diundangkan di Tual
pada tanggal 17 Juli 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAKOTA TUAL,
ttd

MUUTI MATDOAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2019 NOMOR 107
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